MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONES|A

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 235/PMK.07/2015
TENTANG
KONVERSI PENYALURAN DANA BAGI IIASIL DAN/ATAU DANA ALOKAS]
UMUM DALAM BENTUK NONTUNAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a  bahwa berdasarkan Pasal 15 Undang-undang APBN
Nomor: 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Menteri
Keuangan berwenang menetapkan tata cara pelaksanaan
konversi penyaluran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi
Umum dalam bentuk Nontunai;

b bahwa dalam beberapa tahun terakhir penyerapan APBD
belum optimal dan simpanan dana pemerintah daerah di
perbankan cenderung meningkat dalam jumlah yang
besar, schingga diperlukan upaya untuk mendorong
peningkatan penyerapan APBD;

6 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan
Peraturan  Menteri  Keuangan tentang  Konversi
Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi

Umum dalam bentuk Nontunai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat
Utang Negara;

(Lﬁ/



Menetapkan

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Anlara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik [ndonesia Nomor 4438);

S. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat
Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4852);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016
(Lembaran ' Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5767);

7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG KONVERSI
PENYALURAN DANA BAGI HASIL DAN/ATAU DANA ALOKASI

UMUM DALAM BENTUK NON TUNAI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan DBelanja Negara, yang



5

selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan
tahunan pemerintah negara yang telah disetujui oleh
Dewan Perwakilan Rakyalt.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang
selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan dacrah yang dibahas dan
disetujul bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau
walikota, dan perangkalt daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan dacrah.

Kepala daerah adalah Gubernur bagi daerah provinsi
atau Bupati bagi dacrah kabupaten dan/atau Walikota
bagi daerah kota.

Pendapatan Dacrah adalah semua bentuk penerimaan
daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah,
dana perimbangar, maupun lain lain pendapatan daerah
vang sah.

Belanja Daerah adalah semua bentuk pengeluaran
daerah yang digunakan untuk membiayvai kegiatan
Pemerintah Daerah.

Dana Bagi Hasil yang selanjulnya disingkat DBH adalah
dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang
dialokasikan kepada Daerah  berdasarkan  angka
perscntase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam
rangka pelaksanaan desentralisasi.

Pgjak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk
Pertambangan Minyvak Bumi dan Gas DBumi yang
selanjutnya disebut PBB Migas adalah PBB atas bumi
dan/atau bangunan yvang berada di dalam wilyah kerja
atau sejenisnya lerkait pertambangan Migas yang
diperoleh  haknya, dimiliki, dikuasai, dan/atau
dimanfaatkan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama.

Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak

Orang Pribadi Dalam Negeri, selanjutnya disebut PPh



10.

11

12,

13.

14.

17

WPOPDN adalah Pajak Penghasilan terutang oleh Wajib
Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri berdasarkan ketlentuan
Pasal 25 dan Pasal 29 Undang-undang tentang Pajak
Penghasilan yang berlaku kecuali pajak atas penghasilan
sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (8).

DBH Sumber Daya Alam adalah bagian daerah yang
berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan,
pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak
bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas
bumi.

Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU
adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan
keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan
Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Posisi Kas adalah saldo Kas Daerah pada periode
tertentu.

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran belanja
untuk mendukung kegiatan rutin Pcmérintah Daerah
yang memberi manfaat dalam satu periode akuntansi.
Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran belanja
untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya vang
memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
Sistem Informasi Keuangan daerah selanjutnya disingkat
SIKD adalah suatu sistemn yang mendokumentasikan,
mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan
keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi
informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai
bahan pengambilan keputusan dalam rangka
perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan
perlanggungjawaban pemerintah daerah.

Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN
meliputi Surat Utang Negara dan Surat Berharga Syariah
Negara.

Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara

Transfer ke Daerah dan Dana Desa selanjutnya disingkat
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19.

25,

21

24,

23,

KPA-BUN Transler ke Daerah dan Dana Desa adalah
satuan kerja Pembantu Pengguna Anggaran BUN di
Kementerian Negara/Lembaga yang memperolch
penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan
kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran

yang berasal dari Bagian Angpgaran BUN.

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat
SPM adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kuasa
Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Transfer
ke Daerah dan Dana Desa/Pejabat Penandatangan Sural
Perintah Membayar atau pejabat lain yang ditunjuk
untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran atau dokumen lain vang
dipersamakan.

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya
disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan
oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku
Kuasa Bendahara Umum Negara berdasarkan SPM untuk
pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN.

Setelmen adalah penyelesian transaksi SBN yang terdiri
dari setelmen dana dan setelmen kepemilikan SBN.
Rekening Surat Berharga Pemerintah Daerah adalah
rekening surat berharga yang dibuka oleh masing-masing
Pemerintah Daerah pada sub-regisiry.

Sub-registry adalah Bank dan lembaga vang melakukan
kegiatan kustodian yang disetujui oleh Bank Indonesia
untuk melakukan fungsi penatausahaan surat berharga
untuk kepentingan nasabah.

Hari Kerja adalah hari kerja instansi pemerintah dan
operasional sistem pembayaran yang diselenggarakan

oleh Bank Indonesia.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Konversi Penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk



Nontunai dilakukan melalui penerbitan SBN.

(2)

Pasal 3

Dana Transfer ke Daerah yang dikonversi dalam bentuk
SBN terdiri dari:

a. DBH;

b. DAU.

DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari: '

DBH PBB Migas;

]

b. DBH PPh WPOPDN;
c. DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi;
d. DBH SDA Pertambangan Gas Bumi; dan

e. DBH SDA Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pasal 4
Konversi penyaluran DBH sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (2) dilakukan pada akhir Triwulan I dan
akhir Triwulan II.
Konversi penyvaluran DAU secbagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) hurul b dilakukan pada awal Triwulan II

dan awal Triwulan III.

BAB III

TUJUAN KONVERSI PENYALURAN DBH DAN/ATAU DAU

DALAM BENTUK SEN

Pasal 5

Konversi Penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk SBN

bertujuan untuk:

a.

o

Mendorong pengelolaan APBD yang sehat, efisien, dan
elektil;
Mendorong penverapan APBD yang optimal dan tepat
waktu ;

Mengurangl uang kas dan/atau simpanan pemerintah

1N



daerah di bank dalam jumlah tidak wajar.

BAB IV
SUMBER DATA

Pasal 6

Data yang digunakan untuk menghitung besaran penyaluran

DBH dan/atau DAU dalam bentuk SBN dapat bersumber dari:

a.

b.

(1)

(2)

Pemerintah Daerah; dan/atau

Bank Indonesia

Pasal 7

Data yang bersumber dari Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri
dari:
a. Perkiraan Belanja Operasi dan Belanja Modal

bulanan;
b. Laporan Posisi Kas bulanan; dan
c. Ringkasan Realisasi APBD bulanan.
Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada Menteri Keuangan c¢.q. Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan melalui SIKD paling lambat 7
(tujuh) hari kerja setelah bulan bersangkutan berakhir.
Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
scsuai dengan format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran [, Lampiran II, dan Lampiran III yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Pasal 8
Dalam hal data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (1) tidak cdisampaikan oleh Pemerintah Daerah
sesuai jangka walktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 ayat (2), Menteri Kenangan dapat menunda penyaluran

DBH dan/atau DAU.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penundaan penyaluran



(3)

DBH dan/atau DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan

Keuangan.

Pasal 9

Data yang bersumber dari Bank Indonesia schagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 hurul b yaitu data mengenai
dana Pemerintah Daerah di perbankan.

Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh
berdasarkan koordinasi dengan Bank Indonesia.

Data yang bersumber dari Bank Indonesia scbagaimana
dimaksud pada ayal (1) dipergunakan sebagai data
pendukung untuk perhitungan uang kas dan/atau

simpanan pemerintah daerah di bank dalam jumlah tidak

wajar.

BAB V
PENETAPAN DAERAH DAN BESARAN
PENYALURAN DBH DAN/ATAU DAU

Pasal 10
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan untuk dan
atas nama Menteri Kcuangan menetapkan daerah dan
besaran penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk
nontunai melalui penerbitan SBN.
Dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
daerah yang memiliki uang kas dan/atau simpanan di
bank dalam jumlah tidak wajar.
Penetapan Daerah dan Dbesaran penyaluran DBH

dan/atau DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum

bulan Maret dan Juni berakhir.

Penghitungan uang kas dan/atau simpanan pemecrintah
daerah di- bank dalam jumlah tidak wajar untuk
keperluan penentuan daerah dan besaran konversi

penyaluran DBH dalam bentuk SBN dilakukan dengan

=



(4)

langkah-langkah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran [V yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan untuk dan
atas nama Menteri1 Keuangan menyampaikan surat
penetapan daerah dan Dbesaran penvaluran DBH
dan/atau DAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (1) beserta informasi Rekening Surat Berharga
Pemerintah Daerah kepada Direktur  Jenderal
Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko sebagai persyaratan
penerbitan SBN dalam ranglka konversi penyaluran DBH
dan/atau DAU kepada Pemerintah Dacrah.
Penyampaian surat penetapan daerah dan besaran
penyaluran DBH dan/atau DAU kepada Direktur
Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risika
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat &
(enam) Hari Kerja sebelum bulan Maret dan Juni
berakhir.
Surat penetapan daerah dan besaran penyaluran DBH
dan/atau DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
memuat antara lain:

Nama daerah;

Besaran DBH dan/atau DAU yang dikonversi dalam

bentuk SBN; _
c. Jenis atau sumber dana yang dikonversi (DBH/DAU);
d. Informasi Rekening Surat Berharga Pemerintah

Daerah pada Sub-Regisiry; dan
¢. Nomor Rekening Kas Umum Daerah.
Format surat penetapan daerah dan besaran penyaluran
DBH dan/atau DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berpedoman pada Lampiran V yang merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Yoy
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BADB VI

MEKANISME KONVERSI PENYALURAN DBH DAN/ATAU DAU

(1)

(2)

(4)

(1)

DALAM BENTUK SEN

Pasal 12

Berdasarkan penetapan daerah dan besaran penyaluran
DBH dan/atau DAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 ayat (1), KPA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa
menerbitkan SPM Konversi Penyaluran DBH dan/atau
DAU dalam Bentuk SBN ke rekening Menteri Keuangan
yang digunakan unluk pengelolaan Surat Berharga
Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
SPM Konversi Penyaluran DBH dan/atau DAU dalam
Bentuk SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterbitkan paling lambat 4 (empat) Hari Kerja sebelum
bulan Maret dan Juni berakhir.

Berdasarkan SPM Konversi Penyaluran DBH
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara menerbitkan SP2D
Konversi Penyaluran DBH dalam Bentuk SBN pada Hari
Kerja terakhir pada bulan Maret dan Juni.

Berdasarkan SPM Konversi Penyaluran DAU
sebagaimana dimaksud pada ayat (2], Kepala Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara menerbitkan SP2D
Konversi Penyaluran DAU dalam Bentuk SBN pada Hari

Kerja pertama bulan April dan Juli.

Pasal 13

Berdasarkan penctapan daerah dan besaran penyaluran
DBH dan/atau DAU yang akan dikonversi ke dalam SBN
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Direktur
Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk dan
atas nama Menteri Keuangan menandatangani ketentuan
dan persyaratan (terms and condition) SBN.

Ketentuan dan persyaratan (terms and condition) SBN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko



(1)

(3)

w Y

kepada Bank Indonesia untuk keperluan Setelmen.
Setelmen  sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan oleh Bank Indonesia.

Bank Indonesia menyampaikan informasi pelaksanaan
Setelmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
Berdasarkan informasi pelaksanaan Setelmen
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal
Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyampaikan surat
pemberitahuan Setelmen SBN kepada Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan.

Berdasarkan pemberitahuan Setelmen SBN sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan menyampaikan surat kepada Kepala Daerah
mengenai konversi penyaluran DBH dan/atau DAU

dalam bentuk SBN yang telah dilaksanakan.

Pasal 14
Ketentuan dan persvaratan (terms and condition) SBN
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) memuat
paling kurang :
a. Jenis SBN;
b. Seri SBN

Nilai nominal;

2

d. yteld (tingkat imbal hasil) SBN;

e. Jangka waktuy;

f. Tanggal Setelmen;

g. Pelunasan sebelum jatuh tempo (early redemption);
dan

h. Tanggal Setelmen pelunasan sebelum jatuh tempo
(early redemption);

Jenis SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

ditetapkan dalam bentuk Surat Perbendaharaan Negara

(SPN)/Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPN-3)

yvang tidalk dapat diperdagangkan.

Yield SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

=%



(8)
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adalah sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari tingkat
suku bunga penempatan kas Pemerintah Pusat pada
Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku

Yield SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku
sampal dengan jatuh tempo.

Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e ditetapkan selama 3 (tiga) bulan.

Jangka waktu SPN/SPN-S dinyatakan dalam jumlah hari
sebenarnya dan dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah
tanggal Setelmen sampai dengan jatuh tempo.
Perhitungan harga setelmen per wunit SPN/SPN-S
dilakukan berdasarkan perhitungan Harga Sectelmen
SPN/SPN-S sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

Ketentuan dan persyaratan (terms and condition) SBN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
dokumen sumber yang dijadikan sebagai dasar

penerbitan SBN.

Pasal 15
Pemerintah Daerah wajib memiliki rekening surat
berharga pada Sub-Registry untuk penyimpanan SBN
hasil konversi Penyaluran DBII dan/atau DAU.
Kepala Daerah menyampaikan kepada Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan nomor/kode rekening yang
digunakan untuk penatausahaan surat berharga pada

Sub-Registry sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII
PELUNASAN SBN

Pasal 16
Pelunasan SBN dapat dilakukan:

a. Pada saat jatuh tempo;



(2)

b. Sebelum jatuh tempo (early redempiion).

Pelunasan SBN pada saat jatuh tempo sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dengan:
a. Pelunasan secara tunai; atau

b. Penerbitan SBN seri haru

Pasal 17

SBN yang dilakukan pelunasan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 16 ayat (1) dinyalakan lunas dan tidak berlaku lagi.

(4)

Bagian Kesatu
Pelunasan Pada Saat Jatuh Tempo
Pasal 18
Dalam hal pelunasan SBN pada saat jatuh tempo
dilakukan dengan penerbitan SBN seri baru sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, Direktur
Jenderal Perimbangan Keuangan untuk dan atas nama
Menteri Keuangan menetapkan daerah dan besaran SBN
yang akan dilakukan pelunasan melalui penerbitan SBN
seri baru.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
menyampaikan surat penetapan daerah dan besaran SBN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur
Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko paling
lambat 5 (lima) Hari Kerja sebelum SBN jatuh tempo.
Berdasarkan surat penetapan Direktur Jenderal
Perimbangan Kecuangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan
Risiko untuk dan atas nama Menteri Keuangan
menerbitkan SBN seri baru.
Mekanisme pelunasan SBN melalui penerbitan SBN seri
baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2)
huruf b sebagaimana diatur dalam Lampiran VII vang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

Format surat penetapan dacrah dan besaran SBN yang



(<)

2 H 5

akan dilakukan pelunasan melalui penerbitan SBN seri
baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman
pada Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua
Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo
Pasal 19
Pelunasan SBN sebelum jatuh tempo (early redemption)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b
hanya dapat dilakukan dengan pelunasan secara tunai.
Pelunasan SBN sebelum jatuh tempo (early redemption)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan

pada 1 (satu) bulan atau 2 (dua) bulan sebelum SBN

jatuh tempo.

Pasal 20

Kepala Daerah yang akan mengajukan pelunasan SBN
sebelum jatuh tempo (early redemption) schbagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b,
menyampaikan surat permintaan kepada Direktur
Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat 10
(sepuluth) Hari Kerja sebelum tanggal pelunasan SBN
sebelum jatuh tempo fearly redemplion).

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
menyampailkan pertimbangan persetujuan pelunasan
atau penundaan pelunasan SBN sebelum jatuh tempo
(early redemption) kepada Kepala Daerah paling lambat 5
(lima) Hari Kerja sebelum tanggal setelmen pelunasan
SBN sebelum jatuh tempo.

Dalam hal Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
menyetujui untuk melakukan pelunasan SBN sebelum
jatuh tempo (early redemption), Dircktur Jenderal
Perimbangan Keuangan menyampaikan persetujuan
pelunasan SBN sebelum jatuh tempo (early redemption)

kepada Direktur Jenderal Pengclolaan Pembiayaan dan



Risiko paling lambat 5 (lima) Hari Kerja scbelum tanggal
setelmen pelunasan SBN sebelum jatuh tempo.

Format persetujuan pelunasan SBN sebelum jatuh tempo
(early redemption) sebagaimana dimaksud pada ayal (1)
berpedoman pada Lampiran IX yang merupakan bagian

vang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(5) Mekanisme pelunasan SBN sebelum jatuh lempo (early
redemption) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

BAB VIII
SETELMEN
Pasal 21
Teknis pelaksanaan sctelmen SBN mengikuti

aturan/ketentuan yang berlaku di Bank Indonesia.

BAB IX
PENGUMUMAN

Pasal 22
Penerbitan SBN dalam rangka konversi penvaluran DBH
dan/atau DAU diumumkan kepada publik pada tanggal
Setelmen.
Pengumuman penerbitan SBN kepada publik
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling kurang memuat:
a. Jenis SBN

b. Seri SBN;
c. Nilai nominal SBN;
d. Jangka waktu; dan

e. Tanggal setelmen
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BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23
Peraturan Menteri ini mulai  berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar  setiap orang  mengetahuinya, nmemerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Desember 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

tid.

WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1927

Salinan sesual dengan aslinya
Kepala Biro Umum
z/ by
Kepala Bagian T.U. Kementerian
f _~ ﬁ & \\“m‘
Ly M\_\\\‘ ~Miuf
(}IARTOé e

NIP 195904201984021001
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LAMPIRAN 1I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 235 /PMK.Q7/2015

TENTANG KONVERSI PENYALURAN DANA
BAGI HASIL DAN/ ATAU DANA ALOKASI
UMUM DALAM BENTUK NONTUNAI

FORMAT LAPORAN POSISI KAS BULANAN

LAPORAN POSISI KAS BULANAN
Tahun Anggaran
Bulan :
Nama Daerah : Provinsi/Kabupaten/Kota . .. ........... )
o {dalam ribuan rupiah)
No. JENIS | NILAI (Rp.)
1|1 Kas -
2 a Kas di Kas Daeral:
3 b Kas di Bendahara Penerimaan i . T
[ 4 ¢ Kas di Bendahara Fengeluzran A FC R R T
5 Jumlah Kas (2 s.d 4) e AR S g
6 | II. Setara Kas '
7 a  Deposito (kurang dari atau’ sama dengan 3 bulan) di 5 D5, W B S
3 b SBN (kurang dari atau sama dengan 3 bulan) | .. ......... .
9 c  Setara Kas lain nya i
10 Jumlah Setara Kas (7 5.d 9)
|11 | [IL Investasi Jangka Pendel
12 a Investasi dalam Saham (trading securities) L T e e
i3 b Investasi dalam Deposito {lebih dari 3 bulan) R e ———
14 c Iuvestasi delam SBN (lebih dari 3 bulan) | L.
15 d Investasi jangka pendelk BLUD e Thaes
16 Investasi jangka pendel lainnya L
17 Jumlah Investasi jangka Pendek (12 s.d 15)
T e e e N [ —
INFORMAST LAINNYA
NO URAIAN NILAI
1 Dana Cadangan DT T —
2 Perhitungar Filial KedgadbBERkE Ol s sl e
3 SPM dan 3P2D yang Belum Dicairkan dari Bank [ ... ..
u Jumlak
*| Coret yang tidalk perlu B
Tempat, Tanggal-Bulan-Tahun
Gubernur/Bupati/Walikkota . .............. *
Nama

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. 5. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

1a.b..

Kepala Bagiam®.U. Kementerian

GIART_ng \
NIP 195804201984021001
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LAMPIRAN IIIA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 235 /PMK.07/2015

TENTANG KONVERSI PENYALURAN DANA
BAGI HASIL DAN/ATAU DANA ALOKASI
UMUM DALAM BENTUK NONTUNAI

FORMAT RINGKASAN REALISASI APBD BULANAN

RINGKASAN REALISASI APBD BULANAN

Tahun Anggaran

Bulan
Nama Daerah SEROVITINT iy mh v i e TR T G|
NO URAIAN ANGGARAN REALISASI
I [ PENDAPATAN o
2 Pendapatan Asli Daerah [PAD)
3 Pk Dagra: 7 st | e it
4 RetribusiDaecshe 0 e | e i e
5 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daersh yang dipisabkee | 0 L.
G Lain-lain FAD vang sah R
7 Jumlabh PAD 3 sde) e | s
8 Pendapatan Transfsr B
o Transfer Pemerintah Pusat (Dana Transfer Unuun)
111 dewra BagiHesill Pegne s ] e
11 Dana Sagi Hasil Sumber Daya Alam: N e
12 Dana Alokasi Umuin
13 Jumlzh Tranfer Pemerintah Pusat-Dana Transfer Umum (10 s.d 12) | 0 0ovvvnns | cononnnn..
14 Transfer Femenaloh Pusel (Doaa Transier Kloesus)
15 Dana Alokasi Khusus Fsie | o
16 Dona Alokesi Kbhasus Nonfisie L | e
17 Jumlah Transfer Pemerinteh Pusat-Dana Transfer Khuasus (15sd 16) | ... ... .. | .. ..... ...
18 Transier Pemerintah Pusat (Lainaya) B =]
i9 Dana Insentif Daera L
20 Cana Oty
2 Dana Keistitmewaan DIY
22 Jumlah Transfer Pemerintah Pusat-Lainnyva (19sd 21) | ... . ...,
23 Total Pendapatan Transfer [13+1%7+22) | ..., | .. ...
24 Lain-lain Pendapatan yang Sah
29 Pendepaten Hibah - L Lpiaa sews | foamaians o
26 Pendapatatt DanaDanvat e e | e
2F Pendapatan laiomya e e
28 Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (2csd 27 | oo oo | oL,
20 TOTAL PENDAPATAN (7+23+28) | iivveeans | vivvivnn..
30 | BELANJA :
31 Belanja Operasi
32 Belania Pegawai A R SR e
33 BelamjgeBoane = 202020 T Um0 U ceswemswiaewy | o dnieigs
34 | Buges 0l e
as Sababdt 00l sbeeanes e | et
a6 Hbdt = b= gecaeedae | wdldamseas
a7 Baptuen Sgsidl e ] e e e
38 Jumlah Delanja Operasi (32 s.d 37) B ] [
39 Belania Modal
) Belanja Tana
41 Belania Peralatan dao Mesin o« e | s e
42 Belanja Gedung dan Bangunan ) A
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NO ' URAIAN ANGGARAN REALISAST
43 Delanja Jalan, lripasi, dan \Ja;iﬁgan ......... + e
44 Belanja Aset Te tap Lainnya A
45 _Bela{nia gsehldmiyy e T
405 Jumlah Belanja Modal (%0 s.d 4='i ............... \
& Belanja Tak Terduga
48 ) Belagja tak terduge s
49 Jumlah Belarja Tak Terdupa (48] VAR || seecrrec St
50 TOTAL BELANJA [38+45149)
31 | TRANSFER
52 Transfer/ Bagt Hasil Pemdapaton ke Kabupaten/ Kot

| 53| DBagiHasil Fajak ke Rabupaten/Keta . | |  ————
o4 Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota [ ... T
55 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kebupaten /Koza g || i
56 Jumlah Trauslor ke Kabupaten/Kota {sesday T T o
ST TOTAL BELANJA DAN TRANSFER [S0+55) .. . |
58 | SURPLUS/NEFIST (22 - 57) e

| 59 | PEMBIAYAAN
o Penerimaan L-‘enih;'ayhm;
61 Penggunaan sapr - T
53] Percairan Dana Cadangan . Wl
53 ' Hasil Penjuatan keka,anu Daerah yang Dipisabkan | .
G4 Pinjnman Dalam Negeu - Pemerintat: Poset [ T
G5 K Pinjaman Dalam Megzeri - Pemerintah Daerah Lainoyyne | A,
GG Pinjaman Dalam Negeri - Lembags Kevangan Banke | ... .. .. 1T ...
o7 Finjaman Dalan: Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Banlk B
58 Pinjaman Dulum Neger - Obligasi | . . ?
ey Pinjuman Dalam Negeri - Lai s | L T e
70 Penerimaan Kembal: Pinjuman kepeda Perusahaan MNegara By e b
7 Penenmaau Kembali Pinjaman kepada Perusabaan Daerah | ... .
T2 Penerimann Kembali Pinjaman | lkepacla Panerintah Daernh Lam.n_,ra ;
73 Jumlah Pencrimaan Fembiayaan |81 s.d 7"} .......... S AT
74 Pe ‘lg(‘lLlE.l‘ah Pemlbiayaan
7=  Pembentukan Dana Cacangan T N T ! 7 |
76 Penyertaan Modal Pemerintah Dzecah | ... v swheiEgan
77 Pemnbayaran Polkok Pinjamar Delam Megeri - Pemerintab: Pusat [
78 Pembayaran Pokok Finjaman Dalam MNegeri - Penerintah Dazrah I.éﬂll:-ya . .
79 Penibayaran Pokol Pinjaman Dalam Megeri - Lembaga Kevangan Bank | ..., Ve
80 Pembayaran Polcole Pinjuman Dalam Negeri - Lembaga Kevanpan Bulean. | o.convnnn | cimiennn =
81 Pembayaran Pokel Pinjaman Dalar Neperi Qblignsdd | ... .
B2 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainya | ... o I T !
83 ) Pemberizn Pinjaman kepada Perusabaan Negara | .. ... .. .. | ... |
24 Pemberian Pinjaman i:cpada Perusabian Dagrah [ T T
%5 Pemberian Pinjaman kepada Femerintah Dacrah Lainnya | L.
36 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (75 s.d 85)
37 TOTAL PEMBIAYAAN NETTO [75 ac)

*} Coret yaug tidals perlu
Tempat, Tanggal-Bulan-Tahun
Gubernur . ... .. o B e

Nama

*)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S, BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala J:iiro Umum

uh.
Kepala Bagian T.U. Kementel ian

- L \ = i ) t_'”
GIARTO # ™~
NIP 1958904201984021001



LAMPIRAN IIIB

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 235 /PMK.07/2015

TENTANG KONVERSI PENYALURAN DANA
BAGI HASIL DAN/ATAU DANA ALOKASI
UMUM DALAM BENTUK NONTUNAI

FORMAT RINGKASAN REALISASI APBD BULANAN

RINGKASAN REALISASI APBD BULANAN

Tahun Anggaran

Bulan
Nama Daerah sRabupAtEn AROta | e e s e e #)
| mo URAIAN ANGGARAN REALISAST
1 | PENDAPATAN )
2 Pendapatan Asli Daerah (PAD) ) )
3 Pejuk Daerah L
4| Retribusi Daerab | .
5 Hasil Pengelelaan l‘:tlcén\_}"aan Daerah y-‘aug il 0900 | assemwe|  cearmemess
i Lain-lain PAD yang sah )
T Jumlah PAD (3 3.d 6)
8 Pendapaian Tranafer
9| Transfer Pemariniah Pusat (Dana Trensfer Unnm)
10 Dana Bagi Hasil Paax | o o
11 DPana Bagi Hasil Sumber ba}fa i ! T R (R ——
12 Diana Alokasi Umum B e
13 Jumlah Transfer Pemerintah Pusat-Dana Transler Umum el 00 | ssewiie | aiiiiasdien
E Trunsfer Pomerintoh Pusat (Dana Transfer Khwsus) N
13 Dana Alukasi Khusus Fisik
5] Dana Alokasi Klusas Nenlisilc Gl
17 T Jumlab Transier Pemerinlah Pusal-Dang Transfer Khosus (15s.d 16) | o oo | e in.
1& Transfer Pemerintan Pusat (Lainnya) ]
10 Daua Insentif Duerah A
a0 Dana Otsus i O N
2] Dana Dese Bt el 1 A
22 Jumlah Transfer Pemerintah Pusat-Lainnyva (19 2.6 21) i S v A D S
23 o Total Transler Pemarinlah Pusat [13=17+22)
249 Tra.‘isﬁ:;r Pemerintah Provinsi
25 Pendapatan Bagi Masil Pajak
20 Pendapatan Hagi Flasil Lainnya - an i Tiean] e
27 Jumlah Tranrsler Femerintal Provined et T b | g e —————
28 Tatal Pcﬁ_dap'atan Transfer {Z3El o mseiamevedd  weeedecviaio
29 Lain-laln Pendapatan yang Sah o
an Pendopatan Hibah S | Py [ oy q—
a1 FPenclapatan Dana Darural B e = s | s
32 Pendapatan Lainnya
33 Jumlah Lein-lain Pendapatan vang Sah (30 2.4 32) )
34 TOTAL PENDAPATAN (7+28-33) | ... ... ... [
35 | BELANJA )
as Belanja Operasi
37 Belarjo Pepawal R T R r—
3B Beluanga Barang T e ssai
39 Bunga T
Z0 Subsit | v
41 Hileh T samaven| aonemmin
az Baptugecspael: ., — T T e e T e ST

. -



NO URAIAN ANGGARAN REALIZAST
a3 ) Jumilah Belanja Operasi (57 s.d 42) | ;
44 Belanja Modal i
45 Belanjn Topah "
4h Belanja Peralatan dan Mesic T

| a7 Belanja Gedung dan Bangunan T [ s
45 . Belanja Jalan, Irigas:, dan Jaringar, S | LT
49 Belanjn Aset Tetap Lainnza i ]
50 Belanja Aset Laituya e iy
a1 Jumlah Belanja Medal (45 sd 80— [T B
52 Belanja tal Terduza
53 Belanja tak Tdbag R E——— S |
54 Jumlah Belanja tal:"['erduga el T e e S
55 ) ‘'OTAL BELANJA [4315]+54)
55 | TRANSFER )
57 | Transfers Bug: Hosil ke Desa
38 BagtRdsitPggae. &~ T 1l

R Bagi Hasil Reldbusi 5
518 Bagi Hasil Pendapatan Laiwoya T |
Gl Teansfer Dane Desa ..
52 Jumlah TranslarfBagi Hasil ke Bess [56 e L e
63 TOTAL BELANJA DAN TRANSFER (SE 162) || e

G4 | SURPLUS/DEFIST (34 - 63)

05 | PEMBIAYAAN

€& Penerimaan Puembiayaan
67 Penggunaan SLPA T
5] Pencefran Deua Cadangen | T
il Hasil Peiajualan Kekayaan Daerah yang Dipisai{ka;] ............
70 Pinjaman Nalam Negeri - Pemerintaly Fusat e TR [
71 Pi:)_faman_ Dalan Megeri - Pemerintan Daerah Lainoya | . ......... 1
72 Piyjainan Dalkun Negeri - Lembaga leuangan Banle & .
T Pinjaman Dalam Negeri - Lembags Kenmgan Bukan 8ank | .. ... .. .. v | aiaaesiaa
[ 72 Finjaunan Dalam Megeri - Ohl:'gz\-si ...... T
] Pinjaman Dalam NEgcri “habagss 00 |
e Penerimaan Kembali Pinjanan k‘P‘IdE.L Perusaliwan Negara ) 4 el
7T Penerimaan Kembali Fujjuman kepada Perusahaan Daeran . | ...
73 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Ealiis., ™ =000 1 sscmevenes]  pemesea =
79 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 67sd78) | ..
50 Pengeluaran [‘cm':iz-v.} aan
81 Fembenlukan Dane Cadangan i wiin T oratdmmds
82 Fenyertean Modal Pemerintah Dagsrall S [ =y (s
83 Pembayaran Fokok Pinjuman Dalem Negevi - Pemeriniah Puset | ... | .. ...
LE Pemhayaran I’okck.-_'-‘inja:‘nan Dalam MNegeri - Femerintah Nacrah Lainnya T e |1 e
a5 Pembayaran Foliok Pinjaman Dalam Neger! - Lembaga I{e_uangan Benk = Gawissmeses i
80 Pembeyarnn Pakole Pinjaman Dalam Negesi - Letnbaws Keu :ng'm BUkBNBaRY | cmsewesass | swibosdan
27 Pembayaran Poliok Pinjaman Dalarn Megeri - Obligas: 1 .1 .. . .. T N
83 FPembayaran Pololr Pinjaman Galam Ncg::ri - Lamnga i il S,
29 Pemberian Pinjaman kepada Perusabaan Megara | | .. ...
T 90 Femberian Pinjuman kepada Perusahaan Dacral: T | e
a1 Pemterian Pligjrman kepado Pemerintal Daerah Laiooya | | T 3
9z Jumlal Pengeluaran Pembiayaan (81 s.d U1) i R

TOTAL PEMBIAYAARK NETTO (79 - 92)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMEANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan secuau dengan aslinya
Kepala Bl}u Umum .

©ush
Kepala Fﬂama::?“tk Kementei 1a1

ﬁg‘r b -

GI'{RTO;?/
NIP 195904201984021 OOl
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LAMPIRAN [V
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 235 /PMK.Q7/2015

TENTANG KONVERSI PENYALURAN DANA
BAGI HASIL DAN/ATAU DANA ALOKASI
UMUM DALAM NONTUNAI

PENENTUAN DAERAH DAN BESARAN KONVERSI PENYALURAN DBH

DI\N/AT.*\U DAU DALAM BENTUK SBN

1. Konversi penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk SBN dilakukan 2 (dua)

kali dalam setahun. Penyaluran DBH dan/atau DAU ke-1 (satu) dilakukan

masing-masing pada akhir triwulan I dan awal triwulan II. Penyaluran DBH

dan/atau DAU ke-2 (dua) dilakukan masing-masing pada akhir triwulan II dan

awal triwulan III.

Penentuan daerah dan besaran penyaluran DBH dan/atau DAU masing akhir

triwulan I dan awal triwulan II dilakukan sebagai berikut:

a.

Daerah yvang memiliki uang kas dan/atau simpanan pemerintah daerah di
bank dalam jumlah tidak wajar adalah daerah yang memiliki saldo kas dan
setara kas melebihi belanja operasi dan 30% (tiga puluh per seratus) belanja

modal untuk kurun waktu 3 (tiga) bulan berikutnya.

Dacrah-daerah yang memiliki saldo kas dan setara kas melebihi 3 (tiga)
bulan belanja operasi dan 30% (tiga puluh per seratus) belanja modal dirata-
ratakan secara nasional. |

Daerah-daerah yang memiliki saldo kas dan setara kas di atas rata-rata
nasional ditetapkan sebagai daerah yang penyaluran DBH dan/atau DAU-

nya dikonversi dalam bentuk SBN.

Penentuan dacrah dan besaran penyaluran DBH dan/atau DAU masing akhir

triwulan II dan awal triwulan II dilakukan sebagai berikut:

a.

Daerah yang memiliki uang kas dan/atau simpanan pemerintah daerah di
bank dalam jumlah tidak wajar adalah daerah yang yang memiliki saldo kas
dan setara kas melebihi belanja operasi dan 50% (lima puluh per seratus)
belanja modal untuk kurun waktu 3 (tiga) bulan berikutnya.

Daerah-dacrah yang memiliki saldo kas dan sctara kas melebihi 3 (tiga)
bulan belanja operasi dan 50% (lima }';Uhjh per seratus) bclan_ia_modal

dirata-ratalkkan secara nasional,



= 95 .

¢. Daerah-daerah yang memiliki saldo kas dan sctara kas dj atas rata-rata
nasional diletapkan sebagai daerah yang penyaluran DBH dan/atau DAU-

nya dikonversi dalam bentuk SBN.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK [INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
‘bl
Kepala Bagian‘fﬁji Kementerian
‘\\\

)47« )

GIARTO ,é( e
NIP 195904201984021001

o Vin
LW

™ -
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LAMPIRAN V

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 235 /PMK.07/2015

TENTANG KONVERSI PENYALURAN DANA
BAGI HASIL DAN/ATAU DANA ALOKASI
UMUM DALAM BENTUK NONTUNAI

FORMAT SURAT PENETAPAN DAERAH DAN BESARAN PENYALURAN DANA
BAGI HASIL DAN/ATAU DANA ALOKASI UMUM

| (KOF SURAT UNIT ESELON [ KEMENTERIAN KEUANGAN)
Tempat, [tanggal, bulan, tahun|

Yth. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiavaan dan Risika
Gedung Frans Seda Lanta: 2

I J1l. Dr. Wahidin Raya Nomor 1
Jalzarta 10710

Hal:  Penyampaian Penetapan Daecrah dan Besuran Penvaluran
DBH dan/atau DAU

Bersama surat ini Direlstorat Jenderal Perimbangan Keuangen atas nama
Menteri Keuangan menysmpaikan penetapan daerah dan besaran penyaluran:
[ DBH dan fatau DAU untuk dikonversi dalam hentuk non tunzl melalui
penerbitan Surat Berhargs Negara dengan rincian sebagai berilut:

Nama Sulr i
Jenis atau Jernis 3BN dan 5 a]_“r ‘“d g Nomor
egistry dan
_ sumber Besaran DEN/DAU g Rekening
Nama : Nomor/ iy Ket.
Mo o h dana yang vangz dikonvers: - Kas Umum
BErAN | dikonversi dalam bentuk SBEN e N Daerah
Rekening
DBH | DAU | 5PN | SPMNE | Total
L |
& 2 =
Cist )

Selanjutnya, Direktorat Jenderal Pengelolazn Pembiayaan dan Risiko agar
sesuai

menerbitkan Surat Berharga Negera kepada FPomerintah Daerzh

ketentuan yang berlalou.

Demikian disampailkan dan atas perhaliannys, lkami ucapkan terima |

kasih.
[unit eseion [ Kementerian Keuangan]
(Sucal i ditadatongard oleh Dircitur
lenderal Perimbangzan Kewongar disecla
slempel)
[Nama Pejabat Eselon I}
NIE...
Tembusan:
1. Direklur Surat Utang Negara
|
Z. Direktur Pembiayasan Syariah

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttcl.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO
Salinan:sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umuin

4 w.b. '
Kepala Bagian T:J. Kementerian

| (1Y
~ iyl
- —
T—

GIARTO £
NIP 195904201984021001
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LAMPIRAN VI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 235 /PMK.07/2015

TENTANG KONVERSI PENYALURAN DANA
BAGI HASIL DAN/ATAU DANA ALOKASI
UMUM DALAM BENTUK NONTUNAI

PERHITUNGAN HARGA SETELMEN SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA
ATAU SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SYARIAH HASIL KONVERSI
PENYALURAN DANA BAGI HASIL DAN/ATAU DANA ALOKASI UMUM

1) Harga setelmen per unit SPN:

a) Cara perhitungan Harga Setelmen per unit SPN dalam Rupiah adalah

sebagai berikut:

Pspy = TT‘—
dimana,

Pspn = Harga Setelmen per unit SPN;
N = nilai nominal SPN per unit (satu juta Rupiah);

yreld (tingkat imbal hasil) dalam persentase, sampai dengan 5

1l

1
(lima) desimal,

jumlah hari sebenarnya (actual days) yang dihitung sejak 1 (satu)

@]
I

hari sesudah tanggal Setelmen sampai dengan tanggal jatuh
fempo.
Harga setelmen dibulatkan ke dalam Rupiah penuh, dengan ketentuan
apabila di bawah dan sama dengan S50 (lima puluh) sen dibulatkan
menjadi nol, sedangkan di atas 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi

Rp1,00 (satu Rupiah).

b) Contoh perhitungan Harga Sectelmen per unit dalam Rupiah
Pada tanggal 1 April 2016, Pemerintah menerbitkan SPN sebagai hasil
konversi DBH/DAU dengan nilai nominal per unit sebesar
Rpl1.000.000,00 (satu juta Rupiah). Dengan yield (tingkat imbal hasil)
sebesar 2,43750% dan jaluh tempo pada 1 Juli 2016, maka harga
setelmen per unit SPN adalah sebagai berikut:

Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

2,43750%;

N

1l

i

N



D = 91 (sembilan puluh satu) hari, yaitu jumlah hari sebenarnya yang
dihitung scjak 1 (satu) hari setelah tanggal setelmen (1 April
2016) sampai dengan tanggal jatuh tempo (1 Juli 2016);
_ Rp1.000.009,00

Pspy = — o1,
14+02,43750% x—)

n

= Rp993.959,65

~ Rp993.960,00
Jadi harga setelmen per unit SPN setelah dibulatkan adalah
Rp993.960,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu scmbilan ratus

enam puluh Rupiah)

c) Selanjutnya apabila DBH dan/atau DAU yang dikonversi menjadi SPN
adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) maka unit
SPN yang diterbitkan adalah sebagai berikut:

100 GGG GO0 GRS

Jumlah unit SPN vyang diterbitkan ——— =100 B0 67 unit;

dibulatkan ke bawah menjadi 100.607 unit.
Sehingga nominal SPN vang diterbitkan adalah sebesar

Rp100.607.000.000,00 (seratus miliar enam ratus tujuh juta Rupiah).

d) Adapun DBH dan/atau DAU yang akan dkonversikan menjadi SPN
adalah sebesar (100.607 x 993.960) = Rp99.999.333.720,00 (sembilan
puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga

ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh Rupiah).

Sedangkan sisa DBH dan/atau DAU sebesar (100.000.000.000 -
99.999.333.720) =Rp666.280,00 (enam ratus enam puluh enam ribu dua

ratus delapan puluh Rupiah) akan ditransfer dalam bentuk tunai ke dalam

Rekening Kas Umum Daerah
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LAMPIRAN VII

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 235 /PMK.O7/2015

TENTANG KONVERSI PENYALURAN DANA
BAGI HASIL DAN/ATAU DANA ALOKASI
UMUM DALAM BENTUK NONTUNAI

MEKANISME PELUNASAN SBN KONVERSI PENYALURAN DANA BAGI HASIL
DAN/ATAU DANA ALOKASI UMUM DENGAN PENERBITAN SBN SERI BARU

1) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan surat kepada

4)

Pemerintah Daerah dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan

Risiko mengenai permintaan pelunasan SBN dengan penerbitan SBN seri

baru yang didalamnya memuat antara lain seri SBN, jurnlah unit yang akan

dilunasi maupun diterbitkan kembali, bank kustodian/sub registry, dan

nomor rekening surat berharga secara lengkap paling lambat 5 (lima) Hari

Kerja (T-5) sebelum SBN jatuh tempo.

Berdasarkan surat dari Direktorat Jenderal Perimbangan Kecuangan dan

dokumen pendukung vang telah diterima secara lengkap oleh Direktorat

Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Direktorat Jenderal

Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko meclakukan pelunasan SBN yang jatuh

tempo dengan penerbitan SBN seri baru.

Setelmen penerbitan SBN seri baru dilakukan pada tanggal yang sama

dengan tanggal SBN yang jatuh tempo.

Harga per unit SBN pada saat pelunasan dan penerbitan SBN seri baru:

a) Cara perhitungan Harga Setelmen per unit SPN dalam Rupiah adalah

sebagal berikut:

by |

Pepn = pons

P

s

dimana,

Pspy = Harga Setelmen per unit SPN;

N

i

I

nilai nominal SPN per unit (satu juta Rupiah);

yield (tingkat imbal hasil) dalam persentase, sampai dengan 5
(lima) desimal ;

jumlah hari sebenarnya (actual days) yang dihitung sejak 1 (satu]
hari sesudah tanggal Setelmen sampal dengan tanggal jatuh

ternpo.
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Harga sctelmen dibulatkan ke dalam Rupiah penuh, dengan ketentuan
apabila di bawah dan sama dengan 50 (lima puluh) sen dibulatkan
menjadi nol, sedangkan di atas 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi
Ep1,00 (satu Rupiah)

b) Contoh perhitungan Harga Sételmen dalam Rupiah

Pada tanggal 1 Juli 2016 terdapat SBN yang jatuh tempo sebesar
Rpl100.607.000.000,00 (seratus miliar enam ratus tujuh juta Rupiah)
atau 100.607 wunit. Berdasarkan surat dari Direkorat Jenderal
Perimbangan Keuangan kepada Dircktorat Jenderal Pengelolaan
Pembiayaan dan Risiko untuk melakukan pelunasan SBN yang jatuh
tempo dengan penerbitan SBN seri baru, Direktorat Jenderal Pengelolaan
Pembiayaan dan Risiko melakukan pelunasan SBN pada tanggal 1 Juli
2016 dengan menerbitkan seri baru sesuail dengan surat Direktorat
Jenderal Perimbangan Keuangan. Setclmen dari penerbitan SBN seri
baru tersebut dilaksanakan pada tanggal 1 Jul 2016 dan jatuh tempo
pada 1| Oktober 2016. Dengan yield (tingkat imbal hasil) sebesar
2,43750%, maka harga setelmen SPN per unit adalah sebagai berikut:

Harga setelmen per unit SPN adalah sebagai berikut:

N = Rpl.000.000,00 (satu juta Rupiah);
1 = 2,43750%;
D = 92 (sembilan puluh dua) hari, yaitu jumlah hari sebenarnya yang

dihitung scjak 1 (satu) hari setelah tanggal setelmen (1 Juli 2016)
sampai dengan tanggal jatuh tempo (1 Oktober 2016);
Epl.200.000,00

Pspen = o o %]
' 1+{2,43750% x

)

2155

1

RpY93.893,68
Rp993.894,00
Jadi harga setelmen per unit SPN setelah dibulatkan adalah

1

Rp993.894,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus
sembilan puluh empat Rupiah).

Apabila dana yang akan digunakan untuk membeli SPN adalah sebesar
Rp100.607.000.000,00 (seratus miliar enam ratus tujuh juta Rupiah)

mala unit SPN yang diterbitkan adalah sebagai berikul:
_Il'.'}I: S0T LE0 Co0

263 553

Jumlah unit SPN yang diterbitkan = 18122511 unit,

dibulatkan ke bawah menjadi 101.225 unit.

L2
4 5



Sehingga  nominal SPN  yang  diterbitkan adalah sebesar
Rpl101.225.000.000,00 (scratus satu miliar dua ratus dua puluh lima
juta Rupiah).

¢) Adapun dana yang diperlukan dalam rangka penerbitan SPN dimaksud
adalah sebesar (101.225 x 993.894) = Rpl00.606.920.150,00 (seratus
miliar enam ratus enam juta sembilan ratus dua puluh ribu seratus lima
puluh Rupiah).
Sedangkan sisa dana sebesar (100.607.000.000 - 100.606.920.150)
=Rp79.850,00 (tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh
Rupiah) akan ditransfer dalam bentuk tunai ke dalam Rekening Kas

Umum Dacrah.
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LAMPIRAN VIII
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 235 /PMK.07/2015

TENTANG KONVERSI PENYALURAN DANA
BAGI HASIL DAN/ATAU DANA ALOKASI
UMUM DALAM BENTUK NONTUNAI

FORMAT SURAT PENETAPAN DAERAH DAN BESARAN SBN YANG AKAN
DILAKUKAN PELUNASAN MELALUI PENERBITAN SBN SERI BARU

(KOP SURAT UNIT ESELON | KEMENTERIAN KEUAN.GAN]
Tempat, [langgal, bulan, tahun|

Yth. Direlciur Jenderal Penigelolaan Pembiayaan dan Risiko
Gedung Frans Seda Lantai 2

JL. Dr. Wahidin Raya Nomaor 1

Jakarta 10710

Hal:  Penyampsaian Penetapan Dacrah den Besaran SBN yang
akan dilakukan pclunasen melalui penerbitan SBN seri
baru

Bersama surat inl Direklorel Jendera! Perimbangan Keuangan atas
nama Menten Keuangan menyampaikan penetapan daerah dan besaran SBN
yang akan dilakukan pelunasan melalul penerbitan S3N seri baru dengan
rincian sebagai berilut:

Seri Besaren
Yang SEN Jatuh | Wiitin
Jatuh Tempo Seri baru i Sub- Nomor
Tempe | Tanggal Nominal S 3
[pengganti H Registry | Rekening
Nama 5 s Jatuh S| s |T Seri Baru
Mo Sanrai | i = SEN yang i dan Kas Het,
P P SB§ P|P|o jatuh Ditef‘n ,tka: Nomor/ Umum
1 I :
N o N|N|Et tempo) Hode Daerah
5 s | a | Rekening
I
r U E—
| 2
| Dst e |

' Selanjutnya, Direlctorat Jenderal Pengelolaan Pembiayzan dan Risiko

agar menerbitkan Surat Berharga Negara seri haru kepada Pemerintah
Daerah sesual ketentuan yang berlalo,
Demilian disampeailkan dan atas perhatiannya, kami weapkan lerima
kasih.
Junit eselon | Kementlerian Keuangan]
(Surar i ditandatangari eleb Sinelior
Jenderal Penmbaogan Keuangan  disertai
stempel)
[Nama Pejabat Eselon [
NIP...
Tembusan:
1. Direlstur Surat Utang Negara
2. Direlktur Pembiayaan Syarian ) e

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGQORO

Salinarn sesuai dengan aslinya

Kepala Bifo Umum
J u. b

Kepala Bagian T.U: Kementerian

"
GIART(_)Z?
NIP 195904201984021001

5,



s

LAMPIRAN IX

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR235/PMK.07/2015

TENTANG KONVERSI PENYALURAN DANA
BAGI ITIASIL DAN/ATAU DANA ALOKASI
UMUM DALAM NONTUNAI

FORMAT PERSETUJUAN PELUNASAN SBN SEBELUM JATUH TEMPO
(EARLY REDEMPTION)

(KOP SURAT UNIT ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN)
[tanggal, bulan, tahun]
Yth. Direlctur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
Gedung Frans Seda Lantai 2
Jl. Dr. Wahidin Raya Nomor 1

Jakarta 10710

Hal:  Penyampaian Persetujuan Pelunssan SBN Sebelum Jatuh

Tempo (Early Redemption)

Sebubungan dengan adanya permintaan dari Pemerintah Daerah

untulk pelunasan SBN sehelum jatuh tempo (Early Redemptionj, berszma

surat ini lkami sampaikan daerah dan hesaran 5BN yang altan dilunasi
sebelum jatul tempo (Early Redemption) dengan rincian sebagai berikut:

Besurun BN Yunyg Nama Sub- Nomar
i Nama Dilunasi Registry dan Rekening Tanggal i
No [
Daerah | 8PN | SPNS | Total Komor/HKode Kas Umum Setelmen
Rekening Daerah
1.
3.
| Dst

Sclanjutnya, Dircktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayasn dan Risiko
agar melakukan pelunasan Surat Berharga Negara kcepada Pemcrintah
Daerzh sebagaimana rincian diatas sesual dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima

kasih.
[anit eselan | Kemenrerian Keuangan|
(Sueat e ditadatangam elich Dinckiur
Jeadera! Perimbangan Keuangan diserial
storm pel)
[Neunea Pejabat Eselon )
NIF..,
Tembusan:

Direletur Surat Utang Negara
Direktur Pembiayaan Syarish

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
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LAMPIRAN X
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 235 /PMK.07 /2015

TENTANG KONVERSI PENYALURAN DANA
BAGI HASIL DAN/ATAU DANA ALOKASI
UMUM DALAM NONTUNAI

MEKANISME PENCAIRAN/PELUNASAN SBN KONVERSI PENYALURAN DANA

1)

3)

S

6)

BAGI HASIL DAN/ATAU DANA ALOKASI UMUM SEBELUM JATUH TEMPO

Pemerintah Daerah menyampaikan surat dan dokumen pendukung kepada
Direktur Jenderal Perimbangan Kecuangan mengenal permintaan
pencairan/pelunasan SBN sebelum jatuh tempo (early redemplion) yang
didalamnya memuat antara lain seri SBN, jumlah unit yang akan dicairkan,
bank kustodian/sub registry, nomor rekening surat berharga, nomor

rekening kas umum daerah dan bank yang akan menerima kas.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan mempertimbangkan persetujuan
atau penolakan atas permintaan/pelunasan SBN sebelum jatuh tempo
(early redemption) paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sctelah surat dan

dokumen pendukung lengkap diterima oleh Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan surat kepada
Pemerintah Daerah dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan
Risiko perihal persetujuan atau penolakan atas permintaan/pelunasan SBN
sebelum jatuh tempo (early redemption).

Dalam hal permintaan/pelunasan SBN sebelum jatuh tempo (early
redemption) disetujui, berdasarkan surat dari Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan

Risiko melakukan pelunasan SBN sebelum jatuh tempo (early redemption).
Setelmen pelunasan SBN sebelum jatuh tempo (early redemption) dilakukan
paling lambat 5 (lima) Hari Kerja (T+5) setelah surat dan dokumen
pendukung telah lengkap diterima olch Direktorat Jenderal Pengelolaan
Pembiayaan dan Risiko.

Perhitungan harga per unit SBN pada saat setelmen pencairan/pelunasan:
a) Cara perhitungan [arga Setelmen per unit SPN dalam Rupiah adalah

sebagal berikut:



o D

]

Psey = 157152 7

Zos

dimana,
Pspny = Harga Setelmen per unit SPN;

N = nilai nominal SPN per unit (satu juta Rupiah);

1 vield (tingkat imbal hasil) dalam persentase, sampai dengan 5

(lima) desimal;

D = jumlah hari sebenarnya (actual days) yang dihitung sejak 1 (satu)
hari sesudah tanggal Setelmen sampai dengan tanggal jatuh
tempo.

Harga setelmen dibulatkan ke dalam Rupiah penuh, dengan ketenluan

apabila di bawah dan sama dengan 50 (lima puluh) sen dibulatkan

menjadi nol, sedangkan di atas 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi

Rp1,00 (satu Rupiah).

b) Contoh perhitungan Harga Setelmen dalam Rupiah

Pada tanggal 1 Mei 2016 Pemerintah Daerah melakukan

pencairan/pelunasan SBN scbelum jatuh tempo sebesar

Rp100.607.000.000,00 (seratus miliar enam ratus tujuh juta Rupiah)

atau 100.607 unit SPN yang diterbitkan pada tanggal 1 April 2016 dan

jatuh tempo pada tanggal 1 Juli 2016. Berdasarkan surat dari Direkorat

Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan

Pembiayaan dan Risiko untuk meclakukan pelunasan SBN scbelum jatuh

tempo, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

memproscs pencairan/pelunasan SBN sebelum jatuh tempo. Dcngan

yield (tingkat imbal hasil) scbesar 2,43750%, maka harga setelmen per

unit SPN adalah sebagai berikut:

N = Rpl.000.000,00 (satu juta Rupiahj;

i = 2,43750%;

D = 61 (enam puluh satu) hari, yaitu jumlah hari scbenarnya yang
dihitung sejak 1 (satu) hari setelah tanggal setelmen (1 Mei 2016)
sampai dengan tanggal jatuh tempo (1 Juli 2016);

B = _Rpl.ﬁ]t{}ﬁ,ﬁlﬁi‘f,i?g;_‘

1483 A3TE0% e
¥ =ty

i

Rp995.942,90
Rp995.943,00

1l

I

N,

e
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Jadi harga setelmen per unit SPN sctelah dibulatkan adalah
Rp995.943,00 (sembilan ratus sembilan puluhllima ribu sembilan ratus
cmpat puluh tiga Rupiah).

Sehingga dana yang diterima olch Pemerintah Daerah pada saat
pelunasan sebelum jatuh tempo adalah schesar (100.607 x 995.943) =
Rp100.198.837.401,00 (seratus miliar seratus sembilan puluh delapan

juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus satu Rupiah).
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